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KATAPENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 

melirnpahkan rahmat dan kurnia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan handout perkuliahan 

Pendidikan Kewarganegaraan ini. 

Sesuai dengan fungsinya sebagai handout perkuliahan, maka yang 

diuraikan dalam handout ini hanyalah ringkasan dan garis-garis besar 

perkuliahan sesuai dengan silabus mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan. Uraian handout ini berisi materi tentang: Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, 

Politik dan Strategi Nasional, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan 

Hidup, dan Otonomi Daerah. 

Penulisan handout dimaksudkan untuk menjadi pedoman awal bagi 

para mahasiswa untuk mengikuti Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan 

Kewarganegaraan. Penulis berharap agar setelah membaca dan mempelajari 

buku ini, para mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang berbagai persoalan mengenai hak dan kewajiban warga 

negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi 

Nasional, Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan Hidup, dan Otonomi 

Daerah. 

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang membantu terhadap rampungnya penulisan handout ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga handout ini bermanfaat bagi setiap 

pembaca terutama para mahasiswa. Amiin yaa rabbal aalamiin. 

Padang, Januari 2006 

Wassalam , 

P e n u l i s  



Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang 
dapat me1ahirka.n sikep dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan 
k<:kuatanl, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa dalam kehidupan 
berbangsa. Semangat pejuangan ini lah yang sudah mulai luntur dalam diri 
bimgsa Indonesia pada akhir-akhir ini. 

Ada beberapa hal dan kondisi yang melatarbelakangi dan menyebabkan 
perlunya PKn diberikan kepada segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan 
kepada mahasisura sebagai calon intelektual dan kader pemirnpin bangsa di 
masa depan pada khususnya. 

Nilai-nilai perjuangan bangsa (semangat kebangsaan) telah mengalami 
pasang surut sesuai clengan dinamika kehidupan dan mengalami 
penurunan sampai pada titik kritis; 
Pengaruh globalisasi, pengaruh negara maju, dan pengaruh kekuatan 
lembaga-lembaga internasional yang telah menimbulkan berbagai konflik 
kepentingan di kalangan bangsa Intlonesia; 
Pcrkt*ml>urigurl I l l 'El iS,  ktiususriya L(:knologi itlformusi, kornunikasi, don 
tarnsportasi yang membuat dunia nlenjadi semakin transparan 

o Isu-isu global (demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup) yang sering dan 
telah mempengaruhi kondisi nasional 

Kondisi-kondisi ini jelas akan mempengaruhi struktur ddam kehidupan 
bermasyara kat, berhangsa ,dan bernegara, serta mem pengaruhi pola pikir, 
sikap, dali tindaknn masyarakat, yang pada akhirnya &an mempengaruhi 
kondisi mental spiritual bangsa. 

Semangat perjuangan bangsa dalarn perjuangan non-fisik seperti saat ini 
sangat diperlukan sesuai dengan profesi masing-masing, agar kita tetap 
memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku cinta tanah 
air, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela 
negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. 

Perjuangan~ 11on-fisik tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan, 
terutama bagi siswa/mahasiswa sebagai calon cendekiawan, yaitu melalui 
P'rh.  

B. Tujuan d a m  Komptensi yang Diharapkan 

Tujuan u t ~ m a  PKn adalah untuk menumbuhkzm wawasan dan kesadaran 
bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air d m  bersendikan kebudayaan 
bangsa, wawasan nusantara, serta lretahanan nasional dalam diri para 
m ahasiswa calon sarjanal ilmuwan negara NKRI yang sedang mengkaji dan 
akan inenguasai IPTEKS. 

Dalam TAP MPR ant;ua lain dijelaskan bahwa: ,A?ndidikan nasional bertujuan 
meningkatkan manusia yang kualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, 
berkpribadinn, mandiri, ma.., tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, 
beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dun prodrrktif, serta sehat 



ju.sm.ani dun mhani ... dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal 
rasa <:itr.t-a ta!~zah air, meningkatkan semangat kebangsaan, 
keset~akwcnnclu~ sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap 
inenghargai jasa para pahlawan, dun bemrientasi ke masa depanu. 

Kompetenisi diartiltan sebagai "tindakan cerdas (kemahiran, ketepatan,dan 
keberhasilc,:~~ bertintlak) dun penuh tanqgung jawab (kebenarun tindakan) agar 
mampzi melaksanalcan bidang pekerjaan tertentu. 

Kompetensi yang diharapkan dsri PKri adalah: peserta didik (warga negara) 
yang nlemiliki sikap mental yang cerdas, penuh rasa tangung jawab. Sikap ini 
disertai dengan prilaku yang: 

Berimti9.k kepada Tuhan YME dan nlenghayati nilai-nilai falsafah bangsa 
Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalarn bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara 
Rarsional, dinamis, dan :sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga 
negara 
Bersifat profc:sional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, dan 
Aktif memanfaatkarl IPTEKS untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, 
da.n xlegar-a. 

Melalui PKn, warga negara diharapkan mampu: memahami, menganalisis, dan 
r.rtenjawab m.asalnh-masalah yang dilzadapi oleh masyarakat, bangsa, dan 
negaranycx secara tjerkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dun liujuan 
nnsional seperti digariskan oleh Pembukaan W D  1945. 

C. Pemahaman tentang Bangsa, hkgam, W a q a  Negam, serta Hak dan 
Kewqjiban Warga Negara 

1. Pelagertiatn Bangsa dan Negarn 

Bangsa adalah; 

- Orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan 
sejarixh, serta berpemerintahan sendiri. 

- kumpulan manusia yang biasanya terikat dengan kesatuan bahasa dan 
wilava h terientu di muka bumi 

Negam adalah: 

- suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang 
berscuna-sama mendiami suatu vdayah 1:ertentu dan mengakui adanya 
suatu pemerintahan 

- satu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui 
huku.m yang mengkat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa 
ketertiban sosial 

2. Unsur Negara: 

- bersifat konstitutif: wilayah, rakyat atau masyarakat, pemerintahan yang 
herdaulat 



- bersifat dekla.ratif: tujuan negara, Undang-undang Dasar, pengakuan dari 
negara lain, masuknya dalam perhimpunan bangsa-bangsa 

3. Bentuk Negara: 

- Negnrn Kcs:~tunn 
- Ncguru Scrikat 

4. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan dl Indonesia 

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban 
negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap 
negaranya. Kewajiban negara adalah memberikan kesejahteraan hidup dan 
kearnanali lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi, melindungi hak 
asasi -w,wganya berclasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh 
ketentuan agama, euka, moral dan budaya yang berlaku di Indonesia dan 
oleh sistem kenegaraan yang digunakan. 

5. Proses Ba~ngsa yang Menegara 

Proses ban gsa yang menegara mem berikan gambaran tentang bagaimana 
terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di 
dalmnya sebagai bagian dari bangsa. Adanya NKRI ialah karena 
kemerdeka'an adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang 
bertentangan c'engan peri kemanusiaan dan peri keadilan hams 
dihapuskan. 

Bangsa Jndonesia beranggapan bahwa terjadirlya NKRI merupakan suatu 
proses berkesinarnbungan sbb: 
- pe rjumgan pergerakan kemerdekaan Indonesia 
- proklamasi alau pintu gerbang kemerdekaan 
- kcadaan bernegara (merdeka, beraatu, berda ulat, adil, dan makmur) 

6. Hak dan Kewajiban Warm INegara 

Persoalan hak dan kewajiban warga negara dimuat dalam dalam 
Pembuk~~am UUI> 1945, Batang Tubuh UUD terutarna pasal 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, dan 34; dan dalam UUD hasil amandemen (lihat pasal-pasal 
UUD hasil h a n d e m e n ,  pasal-pasal yang sama), serta ddam peraturan 
perundangan laitlnya di negara Indonesia. 

9. Hubunga~n Warga Negara dengan Negara 

a. hak sehagai warga negara 

Warga negara adalah: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 
bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang 
bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, 
bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang (lihat pasal 
26 ayat :L d m  2). 

Lihi3t juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Kewarga 
negaraan. 



b. hak Iresamaan k:edudukan &lam hukum dan pemerintahan 

NKRI menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan 
yang sama di hadapan hulmm dan pemerintahan (lihat pasd  27 ayat 1). 

Lihat juga UUD has.il Amandemen dan Undang-undang tentang Susduk 
hIPR DPR, dan DPRD, KUHAP, dan KlJHAPerdata 

c. Bak atas pcekel.jaan dan penghidrrpan yang layak bagi kemanusiaan 

pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwn: tiap-tiap warga negara berhak atas 
peker j t~a~~ dnri pcnghidupan yang layak bagi kemanuniaan. 

Lihat juga UUD hasil Amandemen dam Undang-undang tentang Agraria, UU 
perekonomian. UU Penanaman Modal, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU 
Ketenagakerjaan, UU Usaha Perasuransian, UU Jamsostek, UU Perbankan, 
dll. 

d. hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul 

pasal 28 menetapkan: halc warga negara untuk berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dan pend.apat secara lisan dan tulisan dan 
sebagainya yang diatur dengan undang-undang. 

Lihat j uga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Pemilihan 
Anggota DPR, LJU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UIJ no 21/82 ttg 
Kebebasan Pers, UU no 9/98 ttg Ke~nerdeltaan menyampaikan pendapat di 
muka umum, dl1 

e. hak kemerdekaan memeluk agama 

pasal 29 mcny;~tnkan: Ncgnr:~ bcrtl:.~sarkan atas kctuhannn Y M E  (ayat I ) ,  
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 

Lihat juga UUD hasil Arnandemen dan SK Menteri Agama no 70/77 ttg Tata 
Cara Perryebaran Agama, dl1 

f. hak dan kewajiban pembelaan negara 

pasal30 ayat 1 menyatakan: hak dan kewajiban setiap warga negara untuk 
ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2 menyatakan: 
pengahlrannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. 

Lihat juga IJUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Pokok- 
pokok Pertahanan dan Keamanan Negara 

g. hak mendapatkan pengajaran 

- Pemerir:.tah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa 
(pembukaan UUD 1945). 

- Pasal31 ayat (1): setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran 

Lihat juga UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, dll 



h. Kebuchpan rlasional Indonesia 

Pasal 32 menetapkan: pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia. Salah satu unsur budaya yang penting adalah bahasa 
daerah, yang akan dihormati dan dipelihara oleh negara 

i. Kesejahteraaxl Sosial 

Pasal 33 menglmanatkan bahwa: cabang-cabang produksi dikerjakan oleh 
semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikaxi anggota 
masyarakat. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat 
kehidupan orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarna kemakmuran r e a t .  Artinya, kemakmuran masyarakat 
lah yang diutamakan, bukan kemakmuran satu orang saja. Oleh karena itu 
perekonomiz~n disusun atas usaha bersama berdasarkan atas w a s  
keke1uar::aail. 

Pasal 34 mengatur bahwa: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 
oleh negxra. 

Lihat juga 'UUD hasil Amandemen dan Undang-undang tentang 
Perkoperasian, Undang-undang tentcang U s a h a  Perasuransian, UU tentang 
Perbankan, UU tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, UU tentang 
Kesejaht,~raan anak, UU no. 39 / 1995) ttg HAM, UU ttg Peradilan HAM, dl1 



A. Wawasan Kebangsaan, Wawasan Masional, clan Warnasan Nusantara 

Wawmsam = wawas (bhs. Jawa) + memandang, meninjau, melihat. Jadi 
wawasan berarti pmdimgan, tinjauan, penglihatan indrawi; 
atau cara pandrmg, cara tinjau, cara melihatlpenglihatan 

Nusantam = Nusa (pulau-pulau) + antara (d.iapit oleh dua hal, dalam hal 
ini dua samudera dan dua benua, Asia dan Australia) 

Wawosan Ksbainqsaan adalah cara pandang suatu bangsa yang belum 
meliegara mengenai diri dan lingkungannya yang didasari/ 
dilandasi oleh p a n d a n m  atau falsafah hidup yang mereka 
m u  t.. 

War/uasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah 
meneaara mengenai diri dan lingkungannya yang -- 
didasarildilandasi oleh pandangan atau falsafah hidup yang 
mereka anut serta aturan kene~araan yang berlaku. 

Wau~srcn Nimznt:ara adalah nama yang diberikan bagi wawasan nasional 
bangsa Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa 
Ilidonesia mengenai diri dan lingkxingannya yang serba 
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan 
persatuan dztn kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta 
menghormati Ikebhinneakaan dalam setiap aspek kehidupan 
nasional untuk mencapai tujuan nasional. 

B. Urgenai Wawasan Bagi Suatu Bangsa 

Kenapa suatu bangsa perlu mempunyai wawasan? 

Dalarn kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman dan 
perbedaan cara pandang memerlukan perekat agar bangsa ybs dapat 
bersa tu memelihara keutuhcm negarimya dan jati diri bangsanya. 
Suatu bangsa yang telah lnenegara, dalam menyelenggarakan 
kehidupanrya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya (filosofis, 
ideologi, kcondisi sosial buday;~., tradisi, keadaan dam, wilayah, 
pengalaman seja rah, dan sebagainya) 

Oleh karena itu perlu suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk 
menyelenggarakan kehidupan nasionalnya demi menjamin kelangsungan 
hidup b angsa, keutuhan wilayah, day. jati diri bangsanya. 

C. Italtar flelakang (Falrtor yang Mem.pengaruhi) 

I 1. Wila~yah (geo:7rafis) yang sangat potensial d m  kaya dengan sumber alarn 

2. Geopolitik dan Geostrategi 

a. Geopolitik: lstilah ini semua diartikan F. Ratzel (Jerman) sebagai ilmu 
bumi politik (political geography), kemudian dikembangkan oleh 
R.Kjellen (Swedia) dan Karl Houshofer (Jerman) menjadi Geopolitik 

UNIV. NEGERI PA,DPYG 
I - 



(Geoghraphica.1 Politik) , dengan perbedaan pada penekanan 
pembahasan (fenomena geografi dari aspek politik, atau fenomena 
politik dari aspek geografi) 

Teori geopolitik: 
+ F. Ratzel dan Kjellen: negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). 

Negara adalah ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat politik 
(bangsa). Bangsa dan neg:lr:l terikal. oleh hukum alam. Jika bangsa dan 
negaxa ingin tetap eksis dan bcrkembang, maka harus diberlakukan 
hukurn ,:kspansi (pemekaran wilayah). Paham ekspansionisme ini 
akhinlya melahirkan ajaran adu kekuatan (power politics atau theory of 
powerj . 
Lan~lcah s t ra le~is  untuk ha1 ini adalah mcmpcrkuat ncgara d c n ~ a n  
menkulai pernbarlgunan keltuatan daratan (kontinenhl) dan diikuti 
dengan k e h a t a n  bahari (maritim) . 
Negara memerlukan ruang hidup serta mengenal proses lahir, tumbuh, 
mernpertahankan hidup, menyusut, dan mati. 

+ Housho,~er: disamping menganut paham ekspansionisme, pemikiran 
Houshofer juga mengandung paham rasialisme. Ras Jerman adalah ras 
paling urlggul ya:ng hams  dapat menguasai dunia. Pandangan seperti ini 
juga berkembang di Jepang (Hako Ichiu) yang dilandasi oleh semangat 
militerisme dan fasisme. 

Menurut Houshofer: 

1. Suatu bangsa dalam mempertahnkan hidupnya tidak terlepas dari 
hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan 
hidup dnn terus berkembang + paham ini rnenjurus pada paharn 
rasialisnte 

2. Kckuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar 
kf.lcu:~snan impcri~rm m:trilim untuk rncngu:~s:~i pengawas:ln lautan. 

3. Bcberapa ncgara besar di duriia akan tirnbul dan akan menguasai 
Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara 
Jepang altan menguasai Asia Timur Raya. 

4. Dunia. dibagi atas region-region yang akan dikuasai oleh bangsa- 
bangsa yang unggul seperti AS, Jerman, Rusia, Inggris,d an  Jepang. 

+ Geopolilih: ~ne~~rurut pundu.i~yan Bclngsa Indonesia: didasarkan pada nilai- 
nilai lretuhanan dan kemanusiaan yang luhur (Pembukaan UUD 1945). 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta 
kemertiekaan. Bangsa Indonesia menolak segala macam bentuk 
penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
@,an perikcadilan. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak paham 
elcspun.sionisme dan rasialisme maupun chauvinisme, karena semua 
m m ~ s i a  (bangsa) mempunyai martabat yang sama, memiliki hak dan 
kewaiiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan 
kemanusiaan yang universal. 



b. Geostrntegi: Kenyataan ba.hwa Indonesia berada dalam posisi silang dan 
sangat rawan secara: 

Geografis (antara dua benua clcm dua samudra) 
D-mclgrafis (antara penduduk yang jarang di selatan dan yang padat 
di utara) 
Ideologi (arltara liberalisme di selatan dan komunisme di utara) 
Politik (m.tara deniokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat 
a"au diktatur proletar di utara) 
Ekonomi (antara kapitalis di selatan dan sosialis di utara) 
Sosial (antara masyarakat inclividualisme di selatan dan masyarakat 
sosialisme di u tara) 
Budaya (antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara) 
Hankam (antara kekuatan maritirn di selatan dan kekuatan 
Itontinental di utara). 

3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya 

Tem'torialle Zee en Maritierne Kriengen Ordonantie (TZMKO) 1939, batas 
wilayah = 3 mil 
Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 + batas wilayah = 12 mil + UU 
no 4./Prp/ 19fi0 
Ileklarasi Landas Kontinen 1969 3 UU no 1/ 1973 + Landas 
Kon tinen 1 ndonesia 
Zona Ekonomi Ekskh~sff'(ZEE), 2 1 Maret 1980 3 batas wilayah 200 mil 
3 Konferensi Hukum Laut I11 1982 di Montego Bay, Jamaica. PBB 
mei~erima UNCLOS (United Nation Conference on the Law Of the Sea) 
dn-n mengakui azas negara kepulauan. + keluar UU no 51 1983 
tentang ZEE, UU no 17,' 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. 

D. Implementasi clan Sosialj.sasi Wamsan Nusantara 



111. KETAHANM NASIONAL (TANNAS) 

A. Pengertian dan Hafrikat 

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi 
s'egenap aspek kehid~ipan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan 
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dalam nienghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, 
hambatan, dan gaizgguan yang datang dari luar dan dalam baik yang secara 
langsung rnaupun tidak langsung membahayaknn (un hit menjamin) integritas, 
identitas, dan kelangsungan hidup bangsa clan negara serta perjuangan 
mengejar tujuan nasional. 

Kondisi ini harus dibina sejak dini, terus menerus dan sinergis dari 
pribadi, keluarga, lengkungan daerah, dan nasional, berdasarkan pemikiran 
geostrategi dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografis 
Tndonesi;~. 

Haldcat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa 
yang mengandung kemampuan mengembangkan k e h a t a n  nasional untuk 
dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai 
tujuan nas:ional.. 

Ulet: a) Iiat, Iax~t,  dan tidak mudah patah, b) berusaha t.erus dengan giat 
d m  kelnauan keras serta menggunakan segala kecakapannya untuk 
mencapai suatu maksud. 
Tangguh: a) h a t  dan sukar dikalahkan, b) kukuh dan tidak lembek 
Keuletan: kualitas diri/ masyarakat/ bangsa yang menunjukkan 

I kemampuan mengabsorbsi dampak lingkungan atau TAHG untuk 

I kemud 'an diatasi 
Ketanguh:in: kualitas diri/masyarakat/bangsa yang menunjukkan 
kekuatzin atau kekukuhan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak 
lajn. 
Tantangan: suatu ha1 atau upaya yang bersifat atau bertujuan meng,gugah 

I 

kemnmpuan 
.4ncaman: suatu ha1 atau upaya yang bersifat dan atau bertujuan merubah 
dan merombak sistem/kebijaksanaan yang dilaksanakan secara 
konsepsional. 
Hambatan: suatu ha1 yang bersifat atau menghalangi secara tidak 
konsepsional yang berasal dari dalam sistem kehidupan nasional 
Gangpan: harnbatan yang t~erasal dari luar sistem kehidupan nasional 
dan bc~r tu j~~a  n melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak 
konsepsional. 
Integritas: kesatuan menyeluruh aspek kehidupan suatu bangsa baik fisik 
maupun sosial secara harmonis yang akan menghasilkan citra bangsa. 
Identitas: ciri khas suatu bangsa ymlg membedakannya dengan bangsa 
lain. 
Kt:sejahteraan: lcemampuan barlgsa dalam menumbuhkan dan 
mengembangl:,m nilai-nilai n;asionahlya delni sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat secara adil darl merata. 



Keamanan: ltemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya 
terhadnp ancaman dari luar dan dari dalam negeri 

Hal-hd. y<mg melatarbelakangi perlunya ket,?hanan nasional bagi bangsa 
1nd.onesia antara l.ein: 

Gejolak dan ancaman dari dalam dan luar sejak proklamasi kemerdekaan 
nyaris mem bahayakan kclangsungan hidup hangsa dan negara, scpcrti 
terjadinya peristiwa pemberontirkan gerakan separatis DI/TII, 
pemberontakan PKI, agresi militer Belanda, perebutan Irian Barat, 
Gerakan Aceh Merdeka, dan sebagainya. 
Posisi geografis, potensi sumber kekayaan dam,  dan faktor demografis 
nlenjadi ajang persaingar dan perebutan negara-tlegara besar dan adi 
kuasa durija. 
Segala macarn kondisi yang secant langsung dan tidak langsung telah 
menimbulkan darnpak negatif bagi segenap aspek kehidupan bangsa 
Indonesia dan membahayakan kelangsungan dan eksistensi NKRI 

a Sampai sejauh ini bangsa Indonesia masih tetap tegar dan tegak berdiri 
sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka, dan bersatu. Hal ini 
membuktikan ballwa bangsa ini ma:sih mcmiliki kculctan dan kctangguhan 
dalam nlengatasi setiap TAHG. Kondisi ini harus dipertahankan.. Untuk 
menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan di masa datang, 
keuletarl dan ketangguhan tersebi~t perlu dibina secaria konsisten dan 
berke1anjut:in. 

1. Mcznusia berbudaya 

I Sebagai makhluk tuhn yang berbudaya, manusia senantiasa bejuang 

I 
mernpertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya 
serta bel-ul~aya memenuhi kehutuha.n material dan spiritualnya, antara lain 
melalul ayama (dengan Tuhan), idc!ologi (dcngan cita-cita), politik (dcngan 
kek,uatan/kekuasaan), ekonomi (dt:ngan pemenuhan kebutuhan), sosial 
(dengan inanusia) , seni budaya (rasa keindahan) , ElEK (dengan 

I i pernanfaatan alam), dan Hankam (dengan rasa aman). 

i 2. Tujuan. Nasional, Falsa fa.h Bangsa, dun Ideologi Negara 

Sebagai sualx bangsa yang hidup bernegara akan selalu berhadapan 
dengan masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuannya. 
Oleh karena itu perlu kesiapan dalam menghadapi masalah tersebut. 
Falsafah bangsa dan ideologi negal-a juga menjadi pokok pikiran, seperti 
tel-dapat dalam Pembukaan UUD 1915: 

I .  Azas kesejahteraun dan keamanan 
-, 

Kesejahteraan dan keamman bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan dan 
meru.pnl:an kebutuhan dasar dun esensial bagi mmusia. Tanpa keduanya 
kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Ia meru.pakan nilai intrinsik 



dalam sictem kehidupan nasional, dan hams  ada dalam kondisi apapun. Ia 
juga men.jad1 lolok rlkur ketahanan n;~sional. 

2. A z ~ s  1;ornprehensifdan integral (menyeluruh dan tetpadu) 

Ketahan nasi onal h arus mencakup segala aspek kehidupan bangsa secara 
seirnbang, serasi, dan selaras, utuh, menyeluruh, dan terpadu 
(komprel:ensif, integral, dan holistik), baik dalam kehidupan bermasyarakat 
maupun berbangsa dan bernegara. 

3. Azas maluas ke dalam dan mawas ke luar 

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek 
kehidupan bangsa yang saling berinteraksi, termasuk dengan l inghngan 
sekelilir1,~ya. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan berbagai dampak 
(positif dim negatif). Oleh karena itu perlu sikap: 

- mawas ke dalam, untuk menumbuhkan sifat, hakikat, dan kondisi 
lcehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang 
proporsional untuk mexlingkatkan kualitas dan derajat kemandirian 
bangsa yang ulet dan tangguh. 

- rnuwus kc! luclr, 11ntulc dapat mcngantisipasi (daya tangkal dan daya 
tawar) dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar 
negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan 
dengan dunia internasional. Interaksi dengan pihak luar diutarxiakan 
dalarn bentulc kerjasama yang saling menguntungkan. 

4 .  Azus ksk t:luurgutrn 

Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang 
rasa, dan tanggpng jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Me~nang ada perbedaan, tapi perbedaan hams dikembangkan 
secara serasi dalan-A hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi 
konflik. 

I E. Sifat 

I .  M~z~zdiri 
Ketahmm nasional percaya pada lremampuan dan kekua.tan sendiri serta 
keuletan darl ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah 
mcnyel-an, dcngan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian 
bangsa . 

1 2. Dinamis 
Ketahanan nasional tidaklah tetap, tapi dapat meningkat dan menurun 

I 
tergantung kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Oleh 

I Itarenanya ycningkatan kctahanun nasional scnantiasa dioricnlasikan kc 
nlasa depan dan dinamikanya diarahkan pada pencapaian kondisi 
kehidupan nasional yang lebih baik. 

3. Wibawa 
Keberhasilan peningkatan ketahanan nasional secara berlanjut dan 
berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan k:ekuatan bangsa. 



Malcin linggi tinglc;11 kc1ah;lniln n ;~s ion i~ l  milkin t i n ~ ~ i  nil;ri I<cwib:~w:~:~n d:ln 
tinglcat daya tangkal yang dirniliki ole11 bangsa. 

4. Konsultasi dun kerjasama 
Konsepsi ketahanan nasional tidak rnengutamakan sikap konfrontatif dan 
antagonis, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, tapi rnengutamakan 
siknp konsult;ltif, kerjasama, dan saling menghargai dengan mengandalkan 
k e h a t a n  moral bangsa dan negara. 

E. ASPEK IKETAHANAN NASIONAL DAN XMPLEMENTASINYA 

Geografi 
tatis Demogt-afi 

Kekayaan Alam (saling terkait d a n  

Aspek relatif tetap) mendukung) ASTAGATRA 
Ideologi 

Lina.miL 
Politik 
Ekonomi PANCAGATRA 

(sosial b Sosial Budaya (soling terkait dan 
mcntlukung) 

waktu, ruang 
lingkung~m) 

Tri Gatra 
1. Geografi 3 lokasi pada posisi silang dunia, strategis, dan sekaligus 

rawan (bcrbahaya) 
2. Demograji 3 jumlah penduduk yang besar = pengangguran dan 

rawan sosial (negatif), tapi juga merupakan potensi 
tenaga kerja yarlg produktif (pos iq  

3. Sumber Kek:a.yaan Alum + harus dilcelola secara optimal, adil, selaras, 
serasi, dan seimbang 

Jl aya ti 

Jenis 

Hewani 
Nabati 

Non hayati 

SKA 

Tanah 
Air 
Udara 
Mineral 
Energi non mineral 

Dapat diperbaharui 
Sifat 

Tdk dapat diperbaharui 

I .  Ideoloyi 
Ideologi meruqakan sistem nilui yang memberikan motivasi yang 
m engandurlg kor~sep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh 
suatu bangsa. Kearnpuhannya tergantung pada rangkaian nilai yang 



dikandungnya, apakah ia dapat memenuhi dan menjamin aspirasi dan 
kehidupan manusia atau tidak. 

I'mplementasi &in pemhinaan ketahanan nasional dalam aspek ideologi 
l ! i ) l > i ~ I  ( I I I ; I ~ L I I < ~ I I I  i ~ I l I . ~ r i l  1 i 1 i 1 1  ( I ( : I I R ~ I I I :  

perlgarnalan ketahanan nasional secara objektif dan subjektif 
nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan nilai instrumentalnya 
sesati Rhinnelca Tuqgal lka dan Wawasan Nusantara yang bersumber 
dari Pancasila perlu dikembangkan untuk menjaga persatuan dan 
kesat uan. 
pengllayatarl dan pengamalan Pancasila secara nyata oleh setiap 
warganegara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga 
kemasyarakatan. 
Pembangunan 11arus menunjul&:m keseimbangan antara fisik metrial 
dan mental spiritual serta adil dan merata di seluruh wilayah 
Perldidikan moral Pancasila harus ditanamkan sejak dini secara formal 
datl non forrnal. 

2. Politik 
Irnplementasi dan pembinaan ketallan nasional d a l m  aspek politik dapat 
dilakukan antara lain : 

Politik dalam negeri harus dapat menyerap aspirasi dan mendorong 
partisipasi masyarajat. Oleh karena itu perlu pembenahan struktur 
politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dun sistern 
pemerintahan berdasarlcan atas hukum. 

politilc luar rlegeri harus ditujukan untuk kepentingan nasional, yakni 
sebagai sarana pencapaian tujuan nasional. 
Pelaksanaan politik bebas dan aktif 
Saling menguntungkan dalam ke rjasama 
Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nu san tara 

Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ekonomi 
dapat djlakukan antara lain bahwa kebijakan ekonomi: 

harus didasarkan pada pasal 3 3  UUD 1945, yakni kekeluargaan dan 
untuk kemakmuran rakyat 
menghindari free fight liberalism, etatism, monopoli golongan, dan 
sebagainya. 
Memperhatikan keseimbangan pembangunan dalam berbagai sektor dan 
wilayah, 
Pemberdayaan sumber daya nasional (SDM dan SDA) secara optimal 
dengan menggunakan IPTEKS yang tepat guna, 
Berlaqdaskan Pancasila, UUD 19.15, dan Wawasan Nusantara 



4. Sosial Rudaya 
Implementasi dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek sosial 
budaya dapat dilakukan antara lain melalui: 

pemberdayaarl masyarakat majemuk yang terintegratif sesuai dengan 
fungsi dan peran masing-masing 
selektif terhadap pengamh luar yang membahayakan identitas dan 
integraitas bangsa 
Berlandaskar~ Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara 

I 5. Hankanz 
Implen~cntasj dan pembinaan ketahanan nasional dalam aspek hankam 
dapat djlakukan antara lain dengan: 

I menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, 
termasuk mi~syarakat, dengan T N I  dan I'OLRI sebagai intinya clan 

I bersifat total, kerakyatan, dan kewilayahan. Ancaman terhadap satu 
wilayah berarti ancaman terhadap keseluru han wilayah RI. 

I Konsc:p perang dan damai, artinya bangsa Indonesia cinta damai akan 
I 

I 
tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. 
Berlandaskan Pancasila, UUD 194.5, dan Wawasan Nusantara 



N. POLITIK DAN STRATEGl: NASIONAL (POLSTRANAS) 

I .  Politik 
Politik CQolitc?itz = polis + teiu) adalah serangkaian ,mas (prinsip), keadaan 
c:ara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan 
terten ~ L I .  

2. Strategi 
Strategi (strategia = the art of the general) adalah cara untuk mendapat 
kemenangan atau mencapai tujuan dalam segala bidang kehidupan. Ia 
pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan 
rnc:ngcrr~l)r\t1gk:11l kcku:~ Ian i~~olc: .ksost~i . l (~ htlrrkcl~n. u rl I.u k rr~c:nc:;jp;li Lujua n 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Politik dun Strategi Nasional 
a. Politik Nasional: Azas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara 

tentang pembinaan (perencanam, pengembangan, pemeliharaan, dan 
pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional unt.uk mencapai 
tujuan nasional 

b .  Cara melaksancakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang dite.tapkan oleh polit-ik nasional. 

Penyusunan polstranas perlu memaharni pokok-pokok pikiran yang ada dalam 
sistem meaajemen nasional (sism.enas) yang berlandaskan Pancasila, UUD 
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran 
sismenas ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan 
polstranas karcna di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, 
da n konsep st ra tegis bangsa Indoncsia. 

C. Penyusunan 

Polstranas disusun berdasarkan sistem kenegaraan nienurut UUD 1945, yang 
mencakup .supra struktur politik" (MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA) dan 
,infra stniktur politik" atau pranata politik yang ada dalam masyarakat 

I 

(Parpol, Ormas, Media Massa, Kclompok I<epentingan, dan Kclompok 

I Penekm) . 

Pt:nyusunan polstranas di tingkat supra struktur politik diatur oleh 
Presiden/rnanC.ataris MPR yang dibanlx oleh berbagai lembaga tinggi negara 
dan dewan-ciewan !rang merupakan baclan koordinasi, seperti: 
- Dewan Stahilitas Ekonomi Nasional 
- Dewan Pertahanan dan Kearnanan Nasional 
- Dewan Tena,ga A tom 

I - Dewan Penerbangan dun Antnriksa Nasional RI 
- Dewan Maritim 
- Dewan Otonomi Daerah 
- Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan 



Proses pen:1msunarl polstranas di tingkat supra struktur politik ini dilakukan. 
Setelah monyL.sun polstranas, selanjutnya presiden menyusun program 

I 

kabinet (dokuruen resmi polnas) dan memilih para menteri yang akan 
melaksanakan program kabinet tersebut. Sedangkan proses penyusunan di 
tingkat infr.;~ stnlktur politik pnda dasarnya merupakan sasaran yang akan 
dicapai oleh rakyal Indonesia dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam 
berbagai pranata politik yang ada. Pada era reformasi partisipasi masyarakat 

I mulai meningkat dj segala bidang antara lain karena: kesadaran masyarakat 
makin tin@, makin terbukanya akal fikiran untuk memperjuangkan haknya, 
makin meninglcatnya kemampuan menentukan pilihan dalam pemenuhan 
kebutuhnn hidup, makin meningkntnya kemampuan mengatasi persoalan, 
dan makin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru. 

1. Tingkat Kebijakar L ILuncak 

Polnas tingkat kebijakan puncak ini meliputi kebijakan tertinggi yang bersifat 
mer~yelumh secara nasional. Ini adalah wewenang MPR (lembaga tertinggi 
negara) jraitu: Undang-undang Dasar dan pengarisan masalah-masalah makro, 
yakni Propenas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; atau wewenang 
Presiden sebagai Kepala Negara seperti .Dekrit Presiden, peraturan atau piagam 
Kepala Negara, dan sebagainya. 

2. rrt'ngkat J:ebijuklrn. Umum 

Polnas ini berada di bawah polnas kebijakan puncak dan juga bersifat 
menyeluruh secara nasional, namun ja berupa penggarisan masalah makro 
strategis guna mc:ncapai idaman nasior~al dal.am situasi dan kondisi tertentu, 
seperti: IJndang-11rrdan.g atau r p ,  Pcraturan Pem.erintah., Keppres atau 
Inpres, dan Ma.k,!u mat Presider~. 

3. Tingkat Xebijakccn Khusus 

Polnas ini merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama 
pema~intahan berupa penjabaran umum guna merumuskan strategi, 
administrasi, sistem, dan proscdur dadam bidang tcrsebut, sepcrti: Peraturan 
Menteri, Keputusnn atau Instruksi Men.teri, Surat Edaran Menteri. Kekuasaan 
pembuatan kebjjakan ini berada di tarigan Menteri berdasarkan kebijakan di 
atasnya. 

4. Tingkat Kebijakan Teknis 

Polnas ini berupa penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama dalam 
bentuk prosedur dan teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, 
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan di atasnya. Kebijakan merupakan 
wewenang pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan lembaga- 
lembaga non-departemen. Hal ini dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, atau 
h?.stn~ksi F5m.pian.a.n. Lemhaga non Departemen. atau Dieen. dalam masing- 
nlasing sc ktor yang mcnjadi langgung jawabnya. 



5. Tingkat Kebijakan di Daerah 

Polna:; ini berupa kebijakan yang dibu3.t oleh Gubernur d m  Walikota/Bupati 
bersama DPRD Tk.1 atau I1 sebagai wakil pemerintah pusat di daerah 
yurisdiksinya rnasing-rnasing. 

E. Bangnas, Polbanguas, cdan Sismenas 

l?embangu.nan nasional (Bangnas) adalah usaha peningkatan kualitas manusia 
danmasyarakat Indonesia secara selaras, serasi dan seimbang, baik lahiriah 
(menyangk~t pemenuhan kebutuhan hajat hidup fisik, seperti sandang, 
pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran, pengairan, sarana, 
transportasi, dan olah raga, dsb, maupun batiniah (seperti pembangunan 
prasarana ihadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dll) yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan PTEK 
serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanamnya 
mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk 
nlewujud.kan kel~idupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, 
sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan 
pembangunan nasional adalah untuk meninglcatkan kesejahteraan seluruh 
bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya merupalcan tanggung jawab 
pemenntah dan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan profesi dan 
kemampuan miming-masing. 

Polbanqnas,-haru berpedoman pada. pembukaan UUD 1945 alenia IV: 
..." melinduru~i segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
n~emajukan. kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melak~annk~zn ketwtiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan ksadi1c.1.n st.,sial. .." Oleh karena itu pembangunan perlu dilakukan di segala 
bidang. 7'ujuan politik (pembangunan bangsa Indonesia hams  dapat 
dirasakan oleh sel.vl?uI~ rakyat Indonesia. 

Polstranas cialam al.uran ketatcrnegaraan dituangkan dalarn bentuk garis-garis 
besar pelaksanaan kebijakan kenegaraan (atau yang sekarang disebut 
Propc:nas) yang ditetapkan oleh MPR dan dilaksanakan oleh Presiden sebagai 
madataris MPR Propcnas (Program Pcmbangunan Nasional) kemudian 
dituangkan dalam pokok-pokolc kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan 
nasional oleh Presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan 
memperhzttikan dengan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi 
negara, te.rutama DE'R. Politik pemerintah ini hams  tidak menyalahi jiwa 
demolrasj Jan tetap berpedoman pada TAP MPR. 

Scb:~gai pedoman, pola pernbangunan nasional mcmcrlukan 
keterpaduan tat2 nilai, struktur, dan proses untuk mencapai efisiensi, daya 
guna, dan hasil gurza, sebesar mungkin dalam penggunaan sumber daya dun 
dana nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu diperlukan 
Sistc!m Menajemen Nasional (Sisznenas) yang berfungsi memadukan 
pen yeleggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian 
Ipeni:aiarr,l pclaksanaan kcbijaksanaan menajcrial dalam rangka mcwujudkan 
ketertiban sosial, politik, dan administrasi. Secara prosedural, Sismenas 
men~pakan satu siklus berkesinambungan dalam pembangunan nasional. 



Demokrasi :(demos = rakyat + kmtein/cratos = pemerintahan) adalah 
,,pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di 
tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau oleh wakil-wakil 
yang mereka pilih di bewah sistem pemilihan yang bebas". 
Dengar1 demikian, ada demokrasi lungsung dan ada pula 
den:lolcrasi l iduk  lungsung.  

Demokrasi :,pemerintahan dari rak!yat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 
(Abr:~ham Lincoln) 

B. Sokogunl (karalrtorhtik atau ciri) Dcmoknr ui 

Ada beberapa ciri/sokoguru/karaMeristik pemerintahan yang demokratis 
(demokrasi): 

Adanya kednulntan rakyat 
Pemerintahzin berdasarkaa persetujuan dari yang diperintah 
Adanya kekuasaan mayoritas 
Adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas 
Adanya jaminan (perlindungan) terhadap hak-hak asasi manusia 
Adanya pemiliahan yang bebas, jujur, adil dan transparan 
Pcr:;ilrn;r;r n di d< pan h u l<ir  m 
Admiya proses hukum yang waja- 
Adanya penibatasan terhadap pemerintah secara knstitusional (adanya 
aturan hukurn) 
Adanya pluralisme sosial, ekonomi, dun politik serta adanya kompetitif 
Adanya nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan musyarwa1-ahlmufakat 
(dial o g) 

I Demokrasi sering disalahpaharni dan disalahgunakan oleh rezim penguasa 
untuk mempertahankan status quo dengan berbagai embel-embel. 

Menurut pendnpat Inin, suatu negnrn yang demokrati~ ditnndai oleh adanyn 
1 id-ha1 scl~agai berikul: 

Harus ada kompetisi yang sehat 
Haru s ads transparansi (keterbukaan) 
Harus ada akuntabilitas (pertanggungjawaban 
Hams ada persamaanltidak diskriminatif 
Harus ada aturan hukum 

Acla perbedaan yang mencolok antara pemerintahan yang demokratis 
(demokrasi) dan yang otoriter: 



Demokra tiis (~iberaZ) 
1. Pemerictah tidak mengawasi, 

mendikte atau menilai isi tulisan 
atau u.capan orang. 

2. Agarna. adalah urusan pribadi 
3. Pernerintah diadakan untuk 

melayan i rakynt., negara 
diadakan untuk melindungi 
warga negaranya 

4. Pember.ian suara adalah untuk 
menentukax: siapa yang akan 
memerintah atas nama mereka 

5. Warga negera menikmati h:Lk 
untuk ikut dalam organisasi 
pilihan mereka yang bebas darj 
pemerin tah, bebas dalam 
kehiidupan urnum, menerima 
tanggung jawab, menunjukkan 
to1erm:si 

Otoriter 
. SebaLiEonya 

I. Negara ikut carnpur tangan 
1 .  Negara sebagai badan terpisah dari 

masyarakat menuntut kesetiaan dari 
rakyatnya tanpa kewajiban timbal 
balik untuk menjamin dukungan 
mereka bagi negara 

.. Pemberian suara adalah untuk 
mengabsahkan pemilihan yang 
dilakukan oleh rezim yang bersang- 
kutan 

i. Kelompok sukarela sangat sedikit 
atau mungkin tidak ada, mereka 
hanya merupakan perpanjangan 
tangan pemerintah yang menekan 
warga negara agar patuh pada 
pemerintah 



W. HAK ASASI IlMAnTUSIA (HAM) 

Hak Asaai Muin~sia (HAM): mempakan hak dasar (pokok) manusia yang 
dibawa sejak lahil- sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian 
penguasa, bersifat fundamental dan kodrati, dan tidak bisa terlepas dari 
kehidupac manusia. 

Hak ini titlak dapat dicabut dan hancur (hilang) dari manusia. Hak dasar yang 
tidak bisa dicabu t ini inelipu ti: (rumuson. jilsll f ahad Pen.cera.h.un., aha.d 1 7- 7 8) 

Hak kebebasar~ berbicara dan berpendapat (Pers) 
H a .  kebebasan beragama dan berkeyakinan 
Hak ltebebasan berserikat dan berkumpul 
Hak untu.k mendapatkan perlindungan yang sarna di depan hukum 
Hak atas proses sewajarnya dan pengadilan yang jujur 

Dalam persoalan jaminan terhadap hak asasi manusia, pemerintah (penguasa) 
bukanlah memberilcan jaminan, tapi seharusnya melindungi kebebasan. 

Q Magna Churta (1225) + mengenai perlindungan kaum bangsawan dan 
gereja 
Declaration of' Independence (1'776) + mengenai hak asasi manusia 
(HAM) dan hak asasi warga negara; the Four Freedom 1941 
Revolusi JDerands (1789) + Declaration des droits de'l Home et du Citoyen: 
mengena tuntu tan hak asasi warga negara (kemerdekaan, persamaan, dan 
persaudaraan) 
Pemikiran John. Lacke, Montesquieau, U.Rousseau, Thimas Jafferson 
Declaration of Human Rights ( 10- 1 2 - 1 948) tentang pernyataan HAM (30 
pasal) pada sidang PBB di Paris; Komid HAMPBB 1946. 

a Konfet.cnsi Wina 1993 + tentang keuniversalan HAM dan keharusan 
penerap;Innya secara sama rata 

a Konsep HAM Barat tertinggal hampir 6 abad dari konsep HAM Islam, abad 
ke-7 (Hagam Madinah) 

Akhir-akhir ini ada kecenderungan, terutama di kalangan organisasi 
internasional, untuk memperluas daftar HAM, seperti: hak atas pekerjaan, 
pendidik:ln, b~~claya ilt;-fu kebangsaan :;cntliri, standar hidup yang memadai, 
dan lain-Lur!. 

Dalam UU3 1945 sebenarnya nda diatur dan dicakup HAM meskipun tidak 
begitu rinci. Namun dalam reolitanya praktek HAM belum terlaksana secara 
baik. Lemahnya komep HAM dan hurangnya kesadaran terhadap HAM 
berinlplikasi terhadap te rjadinya pelanggaran HAM + melunturkan 



kepercnyaarl terhadap pemerintah. Jadi kelihatan bahwa ha1 itu sangat 
bertolak belakang. 

Di Indonesia, pengaturan tentang HAM antam lain terdapat dalam: 
Fernbukai:l~~ U U D  1945 
Bakng Tubuh UUD 1945 (hak persamaan kedudukan dalam hukum, 
peke:rjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul, 
mengelum-kim pendapat (lisan dan tulisan), beragama dan beribadat, 
bela negara, mendapat pengajaran, kesejahteraan dan kemakmuran, 
dan pemelihnrailn negztra. 
Ur~dang-undang positif lainnya, seperli UU No. 391 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia d m  Undang-undang tentang Peraclilan HAM 

DzJ4am UU nomor 39/ 1999 tentang H a k  Asasi Manusia dijelaskan mengenai 10 
jenis hak asasi manusia yang harus dipahami dan tersosialisasi bagi 
masyarakat dan aparat pemerintahan, yaitu: 

1. Hak ~ ~ n t u l c  hjdup, yang meliputi: (a) hak untuk hidup dan meningkatkan 
taraf kehidupan, (b) hak untuk hidup tenteram, aman, dan damai, dan 
(c) lingkungan hidup yang layak. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak untuk 
membentuk sua tu keluarga melalui perkawinatz yatlg sah 

3. Hak mengemba ngkan diri, yang meliputi: (a) hak untuk pemenuhan 
kebutuhan dasau, (b) hak pengembangan pribadi, (c) hak atas manfaat 
IPTEKS, dan (d) hak atas komunikasi dan inforrnasi 

4. Hak memperoleh keadilan, meliputi: (a) hak perlindungan hukum, (b) 
hak atas keadilan dalam proses hukum, dan (c) hak atas hukuman yang 
adil 

5. I-lak kcbebasan r i b ,  ~nclipuli: (a) hak hak unLuk bcbas dari 
perbudakan, (b) hak atas keutilhan pribadi, (c) kebebasan memeluk 
agama d m  keyakinan politik, (d) kebebasan untuk berserikat dan 
berkrlmpul, (e) kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (f) hak atas 
status kewarganegaraai~~dan (g) hak kebebasan untuk bergerak 

6. Halc atas rasa aman, meliputi: (a) hak untuk merlcari suaka dan (b) hak 
per1 indungan diri pribadi 

7. Hak atas kesejahteraan, meliputi: (a) hak milik, (b) hak atas pekerjaan, 
(c) Ilak untuk bertempat tinggal :secara layak, (d) hak jarninan sosial, (e) 
perlindungan tmgi kelompok rentan 

8. Hak turut se1-t.a dalam pemerintahan, meliputi: (a) hak pilih dalam 
pemilu, dan (b) hak untuk bcrpcnclapat 

9. Hak wanita, meliputi: (a) hak pengembangan pribadi dan persamaan 
dalam hukum, dan (b) hak perlindungan reproduksi. 

10.Yak anak, meliputi: hak hidup mak, (b) status warganegara anak, (c) 
hak anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan 
hukum, dan je) hak jarninan sosial anak 

HAM di llldoncsia didasarkan kcpada : keserasian, keselarasan, dan 
keseimba.n.gan. Sedangkan HAM di Barat lebih didasarkan pada: kebebasan 
atau individua1;isme dan liberalisme. 

I MILIK PEPPUSTAKAA:' ) 
i UNIV. NEGERI PADAYG ' 



Secara umum pelangparan HAM dapat dikategorikan atas dua macam: 

Pelanggarar, HAM ringan + diselesaikan oleh pengadilan biasa (Pengadilan 
1Vegel-i) 
Pelanggaran HAM berat + diselesaikan oleh pengadilan HAM (di bawah 
pengadilan umum), seperti penculilmn, pemusnahan etnis (genocide), dan 
sebagainya. 

Ukuran beratnya suatu pelanggaran HAM adalah: 

Pelanggaran HAM itu dilakukan secara sistematis, baik karena sengaja 
dilakukan atau membiarkan sesu.atu pelanggaran HAM terjadi 
DilaEcukan secara meluas dan :mempakan kejahatan kemanusiaan, 
seperti pencu1ik:m dan pemusnahan elmis-etnis tertentu (genocide). 

Untuk nlenentukan beratnya suatu pelanggaran HAM h a m s  berdasarkan 
ketentuan 'rim I'enyelidik Independen ynng dituagskan untuk ha1 it.u 
berdasarkan dari suara rakyat, dan bukan ole11 DPR. 

D. W 9  dahm Pandangan Islam 

Abdul Maududi: "Islam is a not more collection of dogmas and rituals, it is a 
Scomplete way of life" 

H.A.R. Gibb : ";slam is needed much more than system system of theology, it 
is  a complete ciui1izati.m" 

Aqidah 
Pokok - pokok - --+ Syari'ah 
Ajaran Islam A 

- ekonomi 
- pendidikan 
- sosial 
- htl(1qyu 



Barat (AS & Eropa): 

-1 
HAM = program untuk kebebasan, kesejahteraan, 
dankemakmuran, sumber keadilan, munculnya 
pcradaban manusia yang adil dan terlepas dari 
penindasan d;m eksploitasi, menuju Tata Dunia 
Baru 
HAM bersifat universal, sama dengan IFTEKS 

(umumnya Islam) 1 
HAM = propaganda Imperialisme Gaya Baru oleh 
pihak Barat, " biang kerok" kezaliman dan 
penindasan, alat pilitik luar negeri Barat untuk 
mcncnpni I<cpc:ntinl.:nn dnn mcmcnuhi nmhisius. 
HAM berkem bang khas sesuai dengan ciri budaya 
masing-masing 

Di Indon<:sia, daTf.;~r pc:l;lnggaran I-IAM makin mcningkat, baik dari scgi 
kualitas maupun kuantitas. Sementara penanggulangannya belum 
meperlihatkan hasil memuaskan. Oleh karena itu perlu didiskusikan dan 
dikaji beberapa ha1 tentang sumber (asal), prakteknya, dan kemungkinan 
penerapannya menurut konsep budaya (agama) yang dianut oleh bangsa 
Indonesia, terutama Islam. 

Ada beberapa perbedaan nyata antara konsep HAM versi Barat dan konsep 
HAM menurut versi Islam: 

HAM Versi Barat I 
-- HAM versi Islam 

1. merupakan produk Kapitalisme : merupakan produk Ilahi (Tuhan) dan 

lahir dari pengingkaran dan perla- 
ij tihad kcagamaan 
lahir dari agama (al-quran, hadis, 

wanan terhadap ajaran Gereja (abad 1 dan ijtihad) 
pertengahan) 
dianggap sebagai hasil perjuangan i , dibangun berdasarkan aqidah Islam 
masyarakat Kapitalisme (Barat) da- / yang menjadikan masyarakat dan 
lam rnembebaskan dari cengkeraman pemerintahnya memiliki nilai-nilai 
penindamn dan kezaliman kekai- 1 ,, mhiy yahu 
sarari gereja 
produk dan hasil perjuangan seluruh produk aqidah (ideologi) dan tidak 
umat d m  bangsa di dunia dan bersifat universal, tapi parsial. 
bersifat universal I 



An-Nabhanai dalart-I "Addazrlah Islamiyalz" menjelaskan: 
,, I'c:'r?{rc:'tcl!rn(~rt. [err lun.!! H A  1W cldf.r/r~h menlpnknn. kshudnynan. dsan. 
knrena~zya bersifat khas dun bukm. ilrnu penyeluhuun yuny bersij& 
utziversal. Ia (HAM dan kebudayaan) diperoleh melalui metode penelitian 
dalt penggalinn dalil-dalil (teori) ya.ng bersifat grounded, bukan melalui 
eksperimen, tapi ia hanya diteraplcan berulang-ulang pada individu 
ynngberbeda clalam kecenderungan dun fakta yang berbeda. Dengan 
dsrnikiun istinbath (penggalian dalil/teonnya) bukan bersifat 
ekspenmental sebagaimana halnya percobuan terhadap benda. 

Perbedaan lain konsepsi HAM menurut versi Barat dan Islam antara lain 
terlihat dari segi sumbsr, perincian, dan pemb~latan undang-undang. 

1)  Menurut Islam, sumber hak yang diberikan syariat kepada manusia 
adalah perintah dan larangan Allah. Scmentara rnenurut versi Barat, 
sumber HAM d m  perundang-undangan selalu dikaitkan dengan prinsip 
kebebasan. 

2) Menurut versi Barat, tugas negara adalah melindungi kebebasan dan 
bukan mengatur kebebasan dan urusan-urusan rakyat lainnya, karena 
praktek- praktek ri bawi, penim bunan barang, hubungan seks secara 
bebas, murtad, clan sebagainya dibolehkan. Qishus bagi kriminal 
djanggap bertentangan dengan HAM. Sedangkan nienurut Islam adalah 
sebaliknya 

3) Kaum Kapitalis lebih mendahulukan kepentingan individu daripada 
kepentingan masyarakat. Sementara dalam Islam, kepentingan individu 
dan rnasyc~rakat adalah bersifat saling melen~kapi. 

4) Kau~n K:ipitali:; rncmandang ncgara sebagai alat untulc menjamin dan 
mclindungi kemaslahatan individu saja. Sementara Islam memandang 
bahwa nragara juga berfungsi mengatur dan mengurusi kebutuhan 
individu, jamaah, dan masyarakat sebagai sebuah kesatuan, baik urusan 
dalam maupun luar negerinya. Di samping itu, negara bertugas 
rnengernban risalah Islam ke seluruh dunia. 

Agama Islarn (melalui Quran, dan Hadis, dan riwayat/penetapan para sahabat 
1ainn.ya) jugs memberikan tuntunan terhadap adanya jaminan HAM dalam 
kehidupan manusia, seperti: 

Hak untuk l~idup (Bani Israil: 33) + laran~gan membunuh kecuali dengan 
ctli~::un yuny benur, seperliperuny, qisus, rujum., dun luin-Iuin. 
Hak m.i.ljk (QS.3: 29) + larangan. memakan (memiliki) harta orang lain 
dengan. jalan yang bathil. Ingat kisah 'Arnru bin 'Ash!. 

a Hak mengeluarkan pendapat (QS.5: 78-79, QS.6: 165, QS.3: 110) tentang 
kisah urnat nnbi Daud dan Isa yang dilaknat karena melampaui batas 
terh.ndtrp ucapan keduanya dan hadis tentang kntik sahabat mengenai 
struleyi mili!t*rperuny Badur. 

a Hak Iteagmaml (QS.2: 256., QS-Yunus: 99, QS. Al-An'am: 108, QS.Al- 
Kaf'irl:6, QS. Al-Ankabut: 46) + tidak ada paksaan dalam agama sebab 
sudah jelas yang terpimpin dan yang tersesat. 



Hak pribadi (QS. An-Nur: 27, Al-Hujurat: 1 1 -  12) mengenai larangan masuk 
rumah. tanpa kin dun salam, larangan mengolok-olok, mencari-can 
kesabahan., dan menggunjingkan orcmg. 
Hak berser-ilat dan berkumpul (QS. Ali Imran: 104-105, Al-Hujurat: 11- 
12) seruan tentang adanya perkumpulan yang menyeru kepada kebaikan 
dnn larungan bercerai berai. 
Hak mc:ndapatlcan jaminan sosial (Az-zariyat: 19) tentang adanya hak 
ormg miskin pada harta orang yang kaya. Ingat kisah tentang perlakuan 
Umar pada seorang Yahudi tua renta, dan pencuri pada musim paceklik. 
Hak mendapatkan perlindungan hukum. Ingat kisah peradilan seorang 
Yahudi dengan Ali bin Abi Thalib 
Hak mer~dapatkan kesamaarl dan kesempatan. 



A. Dasar H u h m  

Kaidah dasar yang rrielandasi pcngclolaan lingkungan hidup bagi bangsa 
Indonesia dalam kehiciupan berbangsa dan bernegara sebenarnya sudah 

I tercakup clalam Pembiikaan UUD 1915 yang menegaskan kewajiban negara 
dan tugas pernerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

1 seluruh tumpah darah Indonesia dan menyejahterakan seluruh rakyat 

Indonesia da11 segenap umat manusia. Begitu juga pemikiran dasar tersebut 
I 

I 
1 dinyutrlkull :;<:cnrn tcgas dun jclus clillnrn prlsal 33 UUL) 1945: ,Uumi, air, 
I kekayaan d a m  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

diperpnakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rabat"  

Dasar pemikiran tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan antara lain: 

1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ,Pengelolaan Lingkungan 
Hidup" 

1 2) Undan.g-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang ,I<onservasi Sumber Daya 
Alam Haya ti dan Ekosistemnya" 

3) Undang-undang Nomor 24 tahun 1982 tentang "Penataan Ruang" 
4) Undang-u:~dang Nomor 27 t.ahun 1999 tentang "Analisis Mengenai 

Dampa k Lingkungan" 
5) Keputusan Bappedal Nomor 08 tahun 2000 tentang "Keterlibatan 

Masyardcat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai 
I Darr~p;ilc Lingkungan" 

I B. Persoalan (Masnlaltr.) Lingkungan Hidup 

Konflik linglcungan hidup pada dasarnya (umumnya) melibatkan pemenntah - 
masyarakat - pengusaha. Narnun dalam kenyataannya, masyarakat selalu 
berada dalarn pihalc yang diru&an. Pemerintah lebih banyak menempatkan 
diri pada kcper, tingan pengusahalpembinaan industri ketimbang sebagai 
mediator. Hal ini antara lain memicu munculnya LSM-LSM sebagai pembela 
kepentingan r e  at? 

Di sampir~g itu Pemerintah sering tidak responsif terhadap tuntutan 
masyarakat. Penyelesaian seharusnya lewat orsospol (wakil rakyat), tapi riilnya 
tidak aspiratif, maka rakyat cenderung lebih memilih LSM atau media massa 
sebagai penjralur aspirasi mereka. 

I 

Persoalan Lingkungan hidup sebenarnya bukan terletak pada kekurangan 
S-umber Daya Alam (SDA) tapi lebih pada pendistribusiannya oleh SDM. 

I 
Penlecahnnnya antara lain adalah sistem yang a.dil dun manusiawi dalam 
mc:ngc:lol;r SI IA  tanpa harus mcrusuk lingkungan hidup. 



Secara niasional, masalah-masalah linglcungan hidup yang kita hadapi antara 
kin.  

I ) Penlbahan Cungsi dan tatanan linglwngan 
2)  Penurunan daya dukung lingkungan 
3) Penurunan mutu lingkungan 
4) Pengurasan clan penyusutan keanckaragam fauna dan flora 
5) Adanya ketidakterpaduan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan 

sumbcr d;yla alam (SDA) dalam pcngclolaan lingkungan hidup 
6 )  Kurang optimalnya pemanfaatan ruang wilayah 
7) Perusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk udara dan air 
8) Penggundulan hutan tropis (penebangan dan pembakaran) 
9) Rendahnya peran serta masyaraka 4. 
10) Kurang lengkapnyia informasi lingkungan 
1 1) Belum Icrintcgrasinya ckonotni lingkungan dalam pcnghitungan invcstasi 

pem bangunan 
12) Lemahnya penegakan hukum unt~rk pengelolaan lingkungan 

Dalanl kondisi yang lebih spesifik persoalan lingkungan hidup yang sering 
I dihadapi ~ u ~ t a r a  lain: 
I 

1) Program pembangunan yang tidak terintegrasi dan tidak terpadu 1 mer~yebabltan rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup 
2) Kerusakan hutan oleh kegiatan pertanian yang berakibat berkurangnya 

daerah tangkapan air, selanjutnya akan berkurangnya debit air 
3) Ktialitas air di berbagai sumber air semakin menurun akibat semakin 

mc~ingkatnya pcnccmamn air olchkcgiatnn indust.ri dan usaha 
I 

I A) Pertumbuhan polulasi, pemulciman, dan industri menyebabkan 
semakin menumpuknya lirnbah, baik domestik maupun industri yang ~ 

I pada akhirnya, baik langsung maupun tidak langsung telah 
menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan 

5)  Perkembangan kegiatan eksploil-asi pertanian, pariwisata, bahan galian 
golongan C, perikanan, peternakan, kehutanan, dim pemanfaatan 
sumber daya air yang tidak terintegrasi dan tidak bemawasan 
Lingkungan telah memberikan kontribusi besar terhadap kualitas dan 
kuantitas sumber daya air, kerusakan bentang alam/landsekap, 
pelurnpuran, masuknya bahan kimia ke perairan, banjir, dan erosi. 

6) Persepsi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap 
pclc:st:ir-ian lingltungan, konscrv;isi t;ln:lh dan air, produksi air hcrsih, 
dan pengelolaan sampah rumah tangga 

7) Penegakan hukum yang masih rendah 
8) Sosiaisasi sistem informasi jrang masih sangat terbatas tentang 

potensi, konsep, dan produk-produk hukum pengelolaan linglangan 
hidup. 

; C. Faktor Penyebab 

1) Perturr~buhan penduduk (1950 = 2,5 milyar, 1980 = 5 milyar) + Teori 
I Malthus (1766- 1834) : Jumlah penduduk dunia cenderung bertarnbah 
I rnelebihi pertumbuhan produksi. 
I 



2) Pengembangan telu~ologi/industri (polutiny technology afJZuent 
consun~tion 9 exploiting technolog!y) 

3) Penangman / pengelolaan pembangu nan yang salah kaprah 
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalarn pengelolaan, pemeliharaan 

kr.lestarian lingkungan 

Agar lingku r lgan hidup dnp:ll tl imanfaulkan secara berkelanjutan diperlukan 
pengelolaan yang baik, yakni pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan 
dengan upaVa sad= dan berencana secara temadu dalarn pemanfaatan, 
penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan 
pengernbangan silrnber daya secara bijaksana unhik meningkatkan mutu 
lingkungan hidu p. 



VIII. OTOlNOMI I3AERAH (OTODA) 

Unda.ng-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dirobah dengan 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah", yang 
mempakan salah satu wujud Polstranas, secara teoritis telah memberikan dua 
bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah 
Propinsi d a n  oton.omi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, 
kewenangan Pusat menjadi dibatasi. 

Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, secara legal formal ia telah 
menghapus/menggant:i Undang-undanp, Nomor 51 1974 tentang "Pokok-pokok 
Pcrr~crinlahan Dacrah", dan Unclang-undang Numor 51 1979 Lcntang 
"Pemerintahan Desa". 13erbedaan undang-undang yang baru ini dengan 
undang-undang yang lama antara lain adalah bahwa: 1) undang-undang yang 
l'ma titik pandang kewenangannya djmulai dari pusat (central government 
outlooking) sedangkan undang-undang yang baru titik pandang 
kewenanga-nnya dimulai dari daerah (local government outloolcing). 

Sesuai dengan tuntutan Reformasi yang mengharapkan adanya 
pemerataan pembcmg1nan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah, maka 
melalui UU No. 2211999 dan UU No. 3212004 diharapkan akan dapat 
mewljudkan masyarakat madani (civil society). 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2211999 yang kemudian 
dirobah dengar1 UU No. 3212004, daerah mempunyai kewenangan yang lebih 
luas dibaridingkan ket.ika berlakunya dua undang-undang sebelumnya, di 
mana kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang 
psmerintahan kecuali kewenangan dael-,ah dalam beberapa bidang: 

1) politik Iz.iur negeri, 
2) pertahanan 
3)  keunrur I urr 
4) peradilan 
5) rnonefer dart .fiskal 
6 )  ugama 

serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan 
nasional d a n  pengendalian pembangurlan nasional sec:ara makro, dana dana 
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga 
perekonornian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan 
SDA, teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional. 

a) Wirajah (daerah) Indonesia sangat luas; 
b) Jumlah perlduduk Indonesia cukup besar (banyak); 
c) Kebutuhan, kepentingan, kondisi, dan masalah daerah sangat beragam; 
d) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap p e m e ~ t a h  pusat sangat 

tin& sehingga daerah sulit berkembang; 
e) Kebijkan pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah; 

Oleh karena itu perlu otonorni daerah. 



Dasar Hrlkum 
a IJndang-undang Da.sar 1945 Amandemen pasal 18, 18A, 18B: 

Pasal 18: 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan ciaerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang 
diatur dengan undang-undang; 

(2) Pemerintaham daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan menguru:s sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pernbantuan; 

(3)  Penierintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pem ilihan umum; 

(4) Gubernur, Uupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis; 

(51 Pemerintalian daerah menjalankan otonomi scluas-luasnya, kecuali 
urusg n pemcrintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
uruuEn Peme-rintah Pusat; 

(6)  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-~eraturan lain untuk nlelaksanakan otonomi dan tugas 
pembantual; 

(7) Susunan dan tala cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam 11nd:rng-u ndang. 

Pasal 18 A: 

(1) Hubungan wewenang antzua pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan ltota, diatur dengan undang-u ndang 
dengan memperhatikan kekhusuaan dan keragaman daerah; 

(2) Huhungan. Iceuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara p e m e ~ t a h  pusat dan pemerintah 
daerah diatur d m  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang. 

Pasal 18 B: 

(1) Negara mengah.i dan menghorm;rti satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-unuan g; 

(2) Negara mengakrui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum daat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesur~i di-mgnn perlcttm bnng:~n rn:lsy:~r:~l~:~ t. d:~n prinsip N e g : ~  r ; ~  Kes:~ t.u:~n 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah dan 
Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 
ar~tara Pen~erir~tah Pusat dun Pemerintah Daerah (adil, proporsional, 
tlcrnokr(~.li:;, Ir(~.n..qptrrun, dun  hcr1c1n.ggun.g juwuh). 



Otonomi : ltelaasaan atau wewenang untuk mengatur diri sendiri 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Hak Otonomi : Icekuasaan atau wevlenang untuk mengatur dan mengurus 
rumah ttulgga daerah sendiri. 

Otonomi Daerah: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
Mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan 
rnasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perunclang- 
undangan. 

Sentra.lisasi : pengaturan semua urusan pemerintahan negara yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat, dimana daerah-daerah 
tinggal melaksanakannya 

D e s e n t ~ I i s a ~ p m y e r a h a n  wewenang pemerintahan daerah oleh pusat 
kepada Daerah. 

Menuru? Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1988, di dalarn 
bukun-va: Implementing Decentralizcztion Politics: An Introduction, ada LC 
beatuk: desentralisasi: 

I )  Debnsentrasi: penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam adrninis- 
trasi pemerintahan pusat kepada unit-unit di daerah. 
(seperti: p:limpahan wcwcnang olch Pcmerintah Pusat 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah l s a t  atau 
kepada Eh to r  Wilayah Departemen di daeral~) 

2) Delegasi : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub 
n-asional atau organisasi fungsional di luar birokrasi 
Pemerintah Pusat. 

-3) Devolasi : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat- 
tingkat sub nasional dari Pemerintah yang mempunyai 
otonomi tertentu da1a.m melaksanakan tugas-tugas dan 
fungsi-fungsi tersebul:, dengan kata lain mereka 
mempunyai wewenang untuk membu.at keputusan di 
bidang ini (scpcrti: pclimpahan wcwcnnng olch Pcmcrintah 
Pusat kepada Bupati/ Walikota) . 

4) Privatisasi : penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada organi- 
sasi non Pemerintah (penswastaan fungsi-fungsi publik. 

Undung-undang N o .  32 tahun 2004 p a d  1 ayat 5: Otonomi Dueruh uduluh 
hak, uwewtmang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangnn. 

i UNIV. N E G E R l  PACAWG 



Undang-undang No. 22 tahun 19'39: 

- Desentralis:crsi: kemandirian (KabupatenIKota) 
- Dekonsentrtzsi: kemandirian terba tas (Provinsi) 
- Pernhantua.n : penugasan pcmcrintah kepad:i daerah untuk membantu 

tugas-tugas ter-tentu d m  wajib bertanggung jawab 
kepada yang menugasltannya (Provinsi) 

Undang--1ndang No. 32 tahun 2001: Pedoman Tambahan + Azas Umum 
Penyolenggaraan Negara: 

- Azus ktrpastian hukum: 
- Azas te rtib pen yelenggaran negara: 
- A.ms kepenfingan umum: apapun yang dilakukan hams untuk kepen- 

tingan umum 
- Azas ke-lerbukaan: masyarakat llarus tahu apa yang dilakukan oleh 

pemerintah 
- Am.:; proporsionalitas: penyelenggaraan pemerintahanlnegara hams  

seimbang 
- Azns pmfesionalitas: penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan 

oleh ahlinya 
- Azas nlcu~tabilitas: penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diper- 

tanggung-jawabkan 
- Azas efisiensi: penyelenggaraan pemerintahan hams berdaya guna, 

tanpa menghabiskan waktu dan tenaga 
- Azcrs ejektifitas: penyelenggaraan pemerintahan harus tepat guna, 

sesuai dengan tujuan semula 

Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 
Pengembangan kehidupan yang lebih demokratis 

* Peningkatar~ keadilan dan pemerataan 
Pernelihanian hubungan serasi aritara pusat clan daerah 
Peningkatan daya saing daerah 

Menurut Joseph Riwu Kaho (1991), Prospek Otonomi Daerah di Negara 
KesatLial 1. Repu h !ik Indonesia: 

o Dari sudut. politik, desentralisasi dimaksudlcan untuk ~nencegah 
penumpukan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat 
menirn bulkan tirani; 

o Dalam bid,2ng politik, penyelenggilraan desentridisasi diangap sebagai 
tindakan yendernokrasian untulc menarik rakyat ikut serta dalarn 
pemerintahnn d m  melatih diri dalam mempergunakan hak-hak 
demokrasi; 

o Dari sudut teknik organisatoris pe~nerintah~ul, desentralisasi 
dimiiksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa 
y a n g  dianggap lcbih utama diuru:i olch r'cmda sctcmpat, discrahkan 
kepada da.erah; 



o Dari sudul. kulhiral, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian 
dapat sepenuhnya ditumpukan pada kelrhususan sesuatu daerah, 
scpct ti gcografi, kcatlaari lxndud uk, k(:gia tan ekonomi, wa tak 
kebudayaan atau latar belakang sejarahnya; 

o Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desenralisasi 
diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih bany,& dan secara 
langsung membanu pembangunan tersebut 

7. Kanntungaxn Qltonomi Daerah 

Pemda dapat meningkatkan pelayiman yang lebih optimal; 
Kesejahteraan masyarakat daerah semakin baik; 
Kehidupan demokrasi semakin berkembang; 
Pemerataan dan keadilan semakin terjamin; 

8. Melemahan/Negatifisme yang Timl~ul Akibat Otonomi Daerah 

Berkembangnya sentimen primordial 
Muncu lnya arogansi DPRD 
Berkembangnya proses/praktek KKN 
Munculnya konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Kepala 
Dncr:~ h) 
Munculnya konff ik antar daerah 
Terjadinya eksploitasi sumber days alam secara berlebihan 

Per1ternb:lngan Otoda UU No. 5 tnhun 1974, UU No. 22 tnhun 1999, UU 
N o .  22 L~ihun 2004 

Daerah Otonom dibagi atas tiga daerah: 

- Provinsi (dekonsentrasi 3 terbatas) 
- Kabupaten (desentralisasi 3 luas) 
- Kota (desentrztlisasi + luas) 

Otonomi Desa/Nagari: tidak lagi l~erada di bawah camat dan memiliki 
kewenangam untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan 
rnemperhatikan susunan asli, halc asal usul, dan adat istiadat 

Proses demokrasi tingkat desa/nagari: 

- rembentukun BPD/BPRN/BPN dan sejtrnisnya sebagni lemhnga 
legislatif untuk periode 6 ttitlun; 

.- Pemilihan Kepala Desa/Wali Nagari dan sejenisnya untuk peri0d.e 6 
tal-lun secara langsung, demohatis (berdasarkan suara terbanyak), 
ditetapkan oleh BPD/BPRN/B:PN dan sejenisnya, dan 
disahl:an/ dilantik oleh Bupati; 

- Par t-isipasi Masyarakat (Materi, Uang, Tenaga, dnn Filtiran). 

Bidarlgl urusan (kewenangan) pernerintah otonom.. Pa.sal 10 ayat 1 dan 3 
Undang-undang No. 32 tahun 2004: Pemerintal~ Daerah berwenang 
melakukan apa saja yang menyz~ngkut penyelenggaraan pemerintahan, 
kecuali dalam bidang: 



- hu bur~g,an (politik) luar negeri 
- p(:rtahana.n 
-. keamanan 
- perisdilan (yustisi) 
- monetel- dan fiskal nasi.ona1 
- agama 
dan hidan{:-bidang lain yang mernang menjadi kewenangan pemerintah 
pus..:.t dan tidak bisa tiiserahkan kepada daerah, seperti industri 
strategis (senjata, kapal laut, pesawat terbang, kereta api) 
pemberantasan penyakit menular, pengawasan obat dan makanan, 
standardisasi nasional, pendidikan tinggi, konservasi cagar dam dan 
budaya, dsn sebagainya . 
I<li~.sifil<.asi uruwn (kewenangan) I'emda menurul. UU No. 3212004; 

- Urusan (kewen angan) Wqfib, antara lain meliputi: 
o Perencanaan dan pengenddian pembangunan; 
o Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
o Pe~iyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
o Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
o Penangiman bidang keseha.1an; 
o Penyelcnggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 

po tensial; 
o Penal iggulangan ma salah sosial; 
o Pe1ay;anan bidang ketenagake jaan;  
o Fnslilasi pcngcmbnngnn kopcr:~si, ils:~h;t kccil, dan mcncngah; 
o Pengenda:i,an lingkungan hicil~p; 
o Pelajrailan pertanahan; 
o Pelayanan kependu.dukan dan catatan sipil; 
o Pelayanan admirlistrasi umum dan pemerintahan; 
c. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
(3 Penyelenggaraan pelclyanat-I dasar lainnya; 

I Uru ~ n n  wajib lainnya yang c.liamana(.kan olch pcraluran 
perurtdang-undang~m 

- Umsan (kewenangan) PiZihan: berhubungan dengan potensi 
masyarakat yang khas, sebaikn-ya dikembangkan untuk 
kesejahteraan masyarakat, sellerti: kebudayaan daerah, potensi 
l>ariwimt.a, dab. 

Lembaga yang Menjalankan Otonomi Daerah: 1) Eksekutif (Pemerintah 
Daerah: Gubernur, Bupati/ Walikota) beserta perangkat daerah lainnya 
dan 2) Legislatif (DPRD Provinsil Kabupatenl Kota) berdasarkan 
hu bungan kemitraan. 
- Elcsekutv, memiliki tugas darl wewenang: 

o Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarka 
ketijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

o Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda); 
G Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama 

DPRD; 
o Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tent-ang APBD 

kepada DPKD untuk dibahas dan ditetapkatl bersama; 



o Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 
o Mewakili daerahnya di dalam d m  di luar pengadilan, clan dapat 

menunjuk kuasa hukum ulltuk mewakilinya sesu;su dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

o Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

- 1,egislatiJ incmiliki tugas dan wewenang atau fungsi: 

o Legislasi; 
o Anggaran; 
o Pt:ngi~w;~s:r n; tlnn 
o Penyaluran aspirasi. 

Produk kebijakan Pemda (kebijakan publik di daerah): 

- Peraturan Daerah (Perda) -> Gubernur + DPRD Provinsi 
Bupati/Walikota -I- DPRD Kabupaten/Kota 

- Surat Keput.usan (SK) + Gubernur 
Bupati/ Walikota 

Norma-norma yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah 
(selain peraturan yang berlaku): 

- Norma Agama: mengatur cara hidup sebagai umat beragama; 
- Norma /rola.t: mengatur cara hiclup sesuai 1.radisi yang diakui tunin 

teniunln 
- Norma Agoral: mengatur cara hjdup sesuai tata kesopanan d m  

kesusilaan 
- Norma Hukurn: mengatur cara hidup sesuai yang diatur lembaga 

benvenang 

Sik;ap/afc ksi yang pcrlu di kembangkan: 

- keinantlirian 
- kesukarelaan 
- partisipatif 
- denlokratis 
- kepatuhan terhadap hukum 
- mor:rlita:; yang tinggi 

10. Partisipasi masyarakat dlalam Otofiomi Daerah 

0 Ilakeknt Partisdpasi: proses keterlibatan masyarakat dalarn perencanaan, 
pelaksanaan, pemaniaatan hasil, dan evaluasi pem- 
bangunan 

- Partisipasi dalam perencanaan, pembangunan; 
- Partisipasi dalam pelaksanaarr. pembangunan; 
- Partisipasi d a l a m  pernunfaatart hasil-hasil pembangunan; 
- Partisipasi dalam evaluasi pelccksanaan pembangunan; 



Pendorong Partisipasi: 
- Gava kl~pemi~~lpinan; semakin demokratis gaya kepemimpinan 

seorang pemlmpin, akan semakin tin@ tingkat partisipai warganya; 
- Tingkat Itesejahteraan warga; 
- Situasi politik dan keamanan; 
- Ketegasan aturan yang berlalm; 
- Plilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Penghalang Partisipasi: 

o kurang terbukanya kesempatan berpartisipasi; masyarakat terbiasa 
dengan pola/budaya lama yang sangat jarang melibatkan mereka 
secara partisipatif; 

o kurangnva informasi; mnsyar-aknt scrinp, tidak tahu ndnnyn 
Itcsempnhn untuk bcrparlisipasi; 

o masih adanya penerapan pola sentralistik b a a  beberapa kalangan 
pejabat; 

o masih adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru 
akan memperlambat kelancaran kinerja pemerintahan; 

o masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana pro?edur 
partisipasi; 

o masyarakat banyak yang tidak mau tahu/ acuh 

- Tahap Pelaksanaan dun Pemanf'aatan Hasil 

o rendahnya kesadaran hukum masyarakat; 
o sanksi dari suatu aturan sering kurang tegas dan kurang adil; 
o rnasih banyalc kcbijakan publik yang dibuat bclum mcnyentuh 

kepentingan masyarakat secara langsung dan komprehensif; 
o m a a h  banyak kebijakan pubylik yang ticlak memihak masyarakat; 

masyarakat sering berada pada pihak yang kalah dan terpinggirkan. 

- TaIuzp Eualuasi 

o rn;~:.;il~ : ~ t l ; ~  pc!.jilb:~t. yang kur:~ng/ti<lilk t.r:lnsp:~r;~n <]:In I.itlak m:lu 
dikritik; 

o masih adanya sikap mental KKN pada sebagian pejabat; dan adanya 
a:nggapm hahwa keterlibatan masyarakat justru akan 
membahayakan kepentingan dan posisi segelintir orang (pejabat); 

o kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tekniklprosedur 
evaluasi; 

o rnasih banyaknya masyarakat yang bersikap acuh atau tidak m.au 
tahu. 



- dapat membentuk prilaku atau budaya demokrasi; 
- dapat membentuk masyarakat sadar dan patuli terhadap hukum; 
- dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia; 
- d.apat membentuk masyarakat madani (civil sotlety) 

Kerugian bila tidalc ada partisipa:;i masyarakat: 
- pelurnusan kcbijakan di dztcrah tidak akan nietnenulli hak-hak 

ralryat secara menyelu ruh; 
- kebijakan publik yang dirumusltan seringkali tidak sesuai dengan 

keinginan! kebutuhan masyarakat; 
- Kebijalcan publik yang dirumuskan seringkali tidak sejalan bahkan 

ber.tentang:-~n det~gan norma dian budaya ysng ada dalam masyal-akat 
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